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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk
menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional
perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh
dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan
yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi
yang dapat merubah pola pikir dan budaya kerja di
lingkungan instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pedoman Pembangunan Agen perubahan di Instansi
Pemerintah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI
INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah,
dimaksudkan untuk:

(1) Membantu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
memahami pembangunan agen perubahan di lingkungannya;

(2) Memberikan panduan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan agen perubahan;

(3) Memberi kemudahan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan.

Pasal 2

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

Instansi Pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan
masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATUR
NEGARADAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 27 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN AGEN
PERUBAHAN DI INSTANSI
PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik
secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode
etik perilaku aparatur negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada delapan area
penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara
sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan
tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk
mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna
integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku
terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat
mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja
tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang
tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja
yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian
target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya
kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku
yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan
organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku
pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan
berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.
Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh
individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk
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menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi
contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada
di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok
anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk
dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus
dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi
yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.
Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan.

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab
untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran
tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi
yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan
pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi pemerintah
diperlukan suatu pedoman.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman pembangunan Agen Perubahan ini dimaksudkan
untuk memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam membangun Agen
Perubahan di lingkungannya.

Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman ini adalah untuk:

a. Membantu instansi pemerintah dalam memahami pembangunan Agen
Perubahan di lingkungannya;

b. Memberikan panduan kepada instansi pemerintah dalam merencanakan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen
Perubahan;

c. Memberi kemudahan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya.

1.3 Sasaran

Sasaran disusunnya pedoman pembangunan Agen Perubahan pada
Instansi Pemerintah adalah:

a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam
penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan;

b. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan Agen
Perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi;

c. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan
manajemen perubahan.

1.4 Asas Pembangunan Agen Perubahan

Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembangunan Agen
Perubahan agar dapat berjalan efektif adalah:


